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ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 10 ayat (7), Pasal 12 ayat (6), dan
Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 dan memperhatikan ketentuan
Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Menteri Keuangan telah menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 142/PMK.02/2018, untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, dan
penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negarajlembaga, serta menyesuaikan
dengan kebijakan penganggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178); PP No. 17 Tahun 2017 (LN Tahun
2017 No. 105, TLN No. 6056);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Bahwa dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renja K/L dan
RKA-K/L untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Renja K/L dan RKA-K/L berupa
Rancangan Renja K/L, RKA-K/L Pagu Anggaran. RKA-K/L Alokasi Anggaran, dan/atau RKA-K/L
APBN Perubahan. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA-K/L kepada Menteri
Keuangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan
penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini
berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan
pengesahan DIPA berdasarkan APBN Perubahan. Petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka
penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA diatur oleh Direktur Jenderal
Anggaran.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.



